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1.1 La tar Belakang Masalab 

BABI 
PENDAHULUAN 

Konflik hukum adat dan hukum negara yang bemubUJigan dengan tanah adat, 

di Indonesia semakin linggi. Pada umumnya, konflik itu terjadi, karena hukum negara 

memanipulasi hukum ada! untul\ mengatur tanah/agraria t.anah. Kalaupun hukum 

negara dan hukum adat ada pertenlang'dll mcngcnai t.anah adat, namun hukurn negara 

tetap mcngatur dan melindungi eksistensi hukum adat terutama dalarn pengaturan hak 

ulayor AWl tanah adat.1 

Konflik tersebut mengindikasikan bahwa konsep atau pemahaman mengenai 

tanah adat dalam hukum adat dan hukum negara pada hakekatnya berbeda. Perbedaan 

itu terlctak pada sejorah, metode, dan sistcm nilai yang dikembangkan dalan> 

masyarakat. Term hukum adat mengenai tanah adat telah berkembang sejak lama, . 
sebelum lahimya hukum negara meogenai tanah adat. Tanah adat lahir dari hak 

kepemilikan bersama dalam kom11oitas adat tertcntu. Hal ini berarti t.anah adat itu 

berhubungan dengan eksistensi kelompok suku yang menguasai tanah "layal tersebut. 

Peninggalan hak kepemilikan tanah dari leluhur atau dari orang tua tersebut diamini 

')B. Ter Hoar (1962, hlm. S~). Adat Ll1w in Indonesia. Jakarta: Bhraoara. 



 

 

oleh keturunaJUlya sebagai tradi:si yang tidak boleh hilang dati peradaban hidup 

kelompok etnisnya.2 

Hukum adat meogenai tanah adat dalam knmunitas etnis Batak Toba, di daerah 

Kabupaten Samosir menjadi fokus utama atau menjadi perhatian utarna dalam 

takaran ilmiah ini. Etnik Batak Toba yang hidup di dae.-ah Samosir pada hakekatnya 

adalah kumpulan komunitas adat dan umumnya adalah petani yang menggarap tanah 

pertanian. Tidak salah kalau masyarak.at Batak Toba di Samosir berbeda prespektif 

mengenai tanah dengan etnik lain di Indonesia bahkan dengan konsep hukum negam 

mengenai tanah adat. 

Etnik Batak Toba mengkonsepsikan tanah tidak hanya sekedar sumber 

ekonomi, melainkan juga sebagai jati diri marga. Tanah identik dengan bius, horja, 

sosor, lumban atau tanah diidentikkan dengan oranglmarga. Tanah lebih mengacu 

pada arti kehidupan dan penghidUipan orang Batak Toba. Hukum adat yang berlaku di 

tanah Batak Toba, secara mutlak mau mengatur dengan baik mekanisme pertanahan 

)'>1\g utuh, yangkeberada31Ulya dilegitimasikan oleh orang Batak Toba. Hukum adat 

mengenai tanah adat tersebut harus diatur pada setiap anggota marga. Peraturan 

tersebut misalnya setiap komunites adat yang memilild tanah adat di"''>jibkan unn•k 

melestarikan tanah itu sebagai milik bersama. Pelestarian tanah adat tersebut 

merupakan suatu cita-<>ita agar tanah tcrsebut tctap ada dan diamini sebagai simbol 

identitas bersarna. Konsep tanah adat sebagai simbol identitas bersama tersebut di 

atas, secara imp!isit bahwa tanah ada! tersebut ada hubungannya dengan cita-cita 

hidup dan harapan dasar bagi orang Batak Toba. Cita·cita dan harapan itu terungkap 

') lldk.lbld 
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dalam hamoraon (kekayaan), hasangapon (kehorma.tan), d1111 hagabeon (keturunan), 

yang konheren deogan unsur tanah.3 

Bagaimana pemahaman mengenai tanah menurut pola prespektif hukum 

oeg11r11? Konsep umum mengenai tanah merupakan daya alam yang saogat vital bagi 

kchidupan manusia. Manusia lahi:r sampai ia meninggal dunla, lelap mcmbuluhkan 

tanah. Hal yang sama dil<onsepkan hukum negara lentang tanah. Tanah merupakan 

segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ke.kayaan yang 

tc:rdapal dalam tanah itu seperti bumi, air, dan alam semesta. Semua kekayaan yang 

lersedia dalam tanah tersebut adalah demi kemakmuran rakY•t. Berkaitan dengan 

konsep tersebul, negara Ielah mengatur norma-nonna hukum sepertl yang Ielah 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UlJD 1945) pasal 33 dan Undang-

Undang Pokok Agraria 1960 pasal I aya1 I sampai 3 (lJUPA) bahwa seluruh 

kekayaan bumi, air, yang lerdapal dalam wilayah Republik Indonesia mcrupakan 

kekayaan nasional. Hal lni berarti segala bentuk pengelolaan tanah oleh masyarakat 

adalah suatu bentuk pengelolaan tanah mllik negara. Masyarakal mengclola tanah 

milik ncgara bemrti masyarakat wajib membayar pajak alas tanah yang dikelolanya. 

Konsep mcngenai tanah terscbut secara impli.sil hak kepemilikan tanah dengan segala 

kekayaan alam, bumi, air, dan ruang angkasa adalah kekayaan nasional. Sebagai 

kekayaan oasional berarti harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional (misalnya 

tanah diolah, membangun pemukiman, membangun fasiliw umum pemerintah}. 

')Prof. Dr. Bunpran A. Simanjuntak (1991, hlm.. 1)~14). Mukna dt:ln Fungt-1 Tanalt d!Jla11t 
Ala.ryoraMI &to• TubA Jakarta: Qbor. 
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Berkaitan dengan kedua konsep hukum adat dan hukum negara tersebut di 

atas, jelas terdapat konflik mengenai hak kepemilikan tanah adat di dalam etnlk Batak 

Toba Konflik hak kepemilikan tanah adat tersebut berdampak pada kesulitan 

pemerintah membangun infrastruktur demi kepentingan umum. Konflik tersebut 

terjadi ketika tanah adat mengalami perubahan fungsi atas tanah, berusaha 

pengbilangan identitas marga, penghilangan sumbar kehidupan masyarakat serta akan 

terancam hilangnya nilai-nilai dan arti religius atas tanah adat tersebut. Konsckuensi 

logis aw konsep lersebul rnllka masyarllkat ~~~~~f ll~l<lll TQba ~ulit untuk mcnjual 

tanah adat, atau dcngan cara menghibah, serta su.lit .nemberi akses ya11g lebih mudah 

kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ada Konflik ini tidak 

berujung poda anarkis, namun konflik yang biasa teljadi dalam etnik Batak Toba 

adalah konllik terselubungldiam (silent CQnj/ict). 

Terdapat beberapa hal yang menarik, mengapa orang Batak Toba di Samosir 

sulit memberi, mcnghibah dan menjual tanah adat pada pihak lain terutama 

pemerintah? Bagi mereka tanah adat merupakan alat pemersatu masyarakat adat, 

penguatan iden.titas marga, pengukuhan komunitas marga, tanah erat kailannya 

dengan konsep falsafah Batak Toba yaitu hamoraon, h=ngapon. hagabcon 

(kekayaan, kehormatan dan keturunan). Satu kebanggaan ketika tanah adat yang 

diberikan leluhur mereka masih letap ada. Kebanggaan mereka bisa d iungkapkan 

dalam bentuk pembaogunan tugu, semen/kuburan dari satu marga, yang dibangun di 

atas tanah adat dalam satu keturunan (saompu). Kalaupun tanah adat itu tidak 

dimaofaatkan, dikclola narnun mereka tetap bangga bahwa tanah yang mereka miliki 

itu sebagai simbol kebersamaan dalam komunitas marga. Kecenderungan akan hal 
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tersebut menarik untuk diteliti yaitu mengapa hak kepcmilikan tanah adat dalam etnik 

Salak Toba di Somosir sui it sekali menghibah, mcmberi atau menjual tanah adat yang 

tidak dikelola otau dimanfaat demi pcmbangunan infiastruktur pemcrintah. 

U ldeatifilwl Masalab 

Berdasarlo:an Jatar belakang masalah tenebut di atas maka i)ellUJis membatasi dan 

mengidentifikasikan masalah sd>agi berikut. 

I. Bogaimana konscp hukum adat dan hukum ncgara mengenai tanoh 

adatdiSwnosir'l 

2. Apa 5'1i• konllik yang substansial antara bukum adat dan hukum 

nepa mcogenai lallah adat di lc.abupetcn Samosit? 

3. Bapimana Mekanlsme pcnyelesaian konllik met~urut hukum ad3t d31l 

hukum negara mengenai canoh adat? 

1.3 Tujo&aa Peaelitlaa 

Tesis ini dikcljakan oleh penulis bertujuan 

I . Mengelahui koosep hukum adat dan hukum negara mcngcnai tanah odat atau 

tanah u/ayaJ. 

2. Mcngetohul hal yang fundamental mengenai konflik yang terjadi nntara 

hukum adat dan bukum negara mengenai tanoh adat. 

3. Menguraikan mekanisme pcnyelesaian kon flik tanab adat menurut hukum 

adat dan bukum negara. 
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1.4 Manful Penelltloo 

Dalam tesis ini, terdapat du.a manfaat yaitu; 

1.4.1 Maafaat Praktis 

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam usaha mengatasi konflik penggunaan tanah adat di 

Samosir, sehlngga orang dengan tulus hati memberi, menjual atau bersedia 

mcnghibahkan tanab adat uotuk pembangunan infrastruktur di kabupaten Samosir. 

1.4.2 Manful Teoretis 

SeC3l11 teoretis, tesis ini menambah khasanah keilmuan mengenai dasar 

konflik tanah adat dengan pembangunan infrastruktur d.i kabupaten Samosir. 

1.5 Kerangka Teorl 

Pcnekanan utama dalam penelitian ini ada dua komponen besar yaitu kontlik 

privatisasi hale kepemilikan tanah adat dalam Batak Toba di Samosir dan Konflik 

tanah dalarn pcmbangunan fasilitas umum dengan menggunakan tanah adat untuk 

mernbangun infrastruktur di kec~Unatan Pangururan Kabupaten Samosir. Untuk itu, 

pertama saya akan menguraikan apa itu hu>.-um adat da.lam kaitanya dengan tanah 

adat. Kedua, akan diterangkan. hukum negara menyangkut tanah adat Kemudian 

diterangkan konflik antara hukum adat dan hukum negara. 
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1.5.1 Taub Adat dalam Hulcum Adat 

Mcnurut C. van Vollenhoven (Boedi Rarsono, 2007, 178). Hukum Agrario 

Indonesia), hulcum adat odalah hulcum yllflg digunakan oleh golongan pribumi. 

Mct~ggunalcan sebutan hulcum eclat bcJ1Itli menealcup lceseluruhan aturon hukum tidak 

tertulis. Sedangkan mct~urut Kusuma Pudjosewojo (Boedi Harsono, 2007. him. 178). 

Hukum Agrarla Indanesla.), konsep tci$CbUt di atas, bukan merupakan bidang hulcum 

tetsendiri di $01llping bidang·bidang hulcum lain. Hulcum eclat ada1ah hulcum asli 

golongan pribumi, yang mcrupakan hukum hidup dalam bemulc tidak tertulis dan 

mcng;>ndung unsur-unsur nnsional yang asli, yang bersifat kemasya.rakatan dan 

lcekcluarga:m. yang berasukan keseimbanpn sena dilipUti oleb suasana keo~.· 

Jaw, apa kaitannya dcnaan tanah adat? Scbelum ki!a mcngurni konsep tanah adat, 

maka per1u lcita mengerti konsep lanah sccara umum. 

Menurut kamus Bahasa Latin-Indonesia, tonah bcrasal dari kata parria 

(p<Irrlus) yang artinya swnn dcngan !anah air, ncgcri asol, lllnah tumpah, atau ibu 

perti•oi. Konsep lanah memililci dwiarti yait~ lanah dolam arti original, natllial, 

bawaon, universal dan kekal yaitu sejak adanya pcmdaban manusia di dunia ini.5 

Tanab scbogai sumbcr kehidupan dan memiliki kor<:lasi an!aro manusia dengan tanah 

(Karel Phil. Emri6 , Majalah Prisma, 1996. him. 86) ). Pcmahaman orang Melanesia 

tentang tanah di mana manusia dan alam (Wiah) adalah satu kesatuan eipcaan, yang 

')Prof. Boodi Haroono (2007, tUm. 178). H.U.U. Ag•orio /ndonaiD. lalw1a: Djambatan. 
'1 Drs. K. Pfttlt C.M., Drs. Adl•ubnl>, dan WJ.S POC!"·adannint> (1969, Him. ~14). Kom•s Baha.ra 
Latin. Yoll)'akatta: KloniJius 
')Karel Pbil. Enri odoloh ,_.,, 0...., Sd<olllh TiJ1ggi Toologi,I.S. Kijne. Mepur•. 
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mcmiliki keunikan masing-masing, tetapi tidak dapat hidup terpisah Ulnpa hubungan 

yang abadi. 

Apa ton.sep bukwn adat dalam kaitannya dengan tarulh adat? Hukum adat 

merumuslwl babwa tanab ada! merupakan tanab komunal yang sifatnya religius. 

Tanah adat yang dalam pcnguasaan tanabnya itu sccara individu, dengan hak-hak al3S 

tanah yang bcrsifat pdbadi, sekaligus juga mengandung unsur kebcrsaonaan. Sifat 

komunalistik meounjukkan kcpada adanyo bak bersanut para anggota masyankat 

hukum ada! aw tan.ah ada! teneb\IL Tanab adal d.11am kepustaban hukum ldat 

discbut hak ulayat .. 1 Pcrlu juga kiLa pabami bahwa v.oewenang dan kewajiban aw 

tanah ulayar seperti untuk penghidupan dan kebidupan masyarakat tersebut tcnnasuk 

d.11am hukum perdata, yaltu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan aw 

tanah tersebut. 

Untuk itu, jclas bahwa hak ulayat mcliputi semua tanah yang dalnm 

lingk.ungan mas)'al11kat hukum adat yang bersangkutrul, baik yang sudah dihaki oleh 

seseorang maupun yang bclum dihaki. Namun kadang kala baw wilayah teritorial 

bak ulaya1 masyarakal hukum adat tidat dap:tt ditcntukan secant pasti.1 Semenlllra 

pcrsoalan hak bersama pada t.anah hak ul(l}'tlltidak dianikan dalam takaran yuridis, 

melainkan dalam takaran kepcmllikan kolektif.9 

&gaimana pcrsis susunan hak atas ulayat tersebut? Seeara hicrarkis. di bawah 

hak ulayat terdapat bak kepala adat dan para tetua adat. Kepala adat benugas untuk 

mengolah, mr.ogarur, dan memimpin dalam pemclihanlan tanah bersama tersebuL 

'J Prof. Doedi flar&ono (2007, hlm. I 81 ). /luiaun AgroriD lndtHJ<Jia. Jakana: Djambawl. 
') ibid., him. I 86 
')Jbld. 

g 



 

 

Dengan demikian, tala susunan atau hiernrki bak-hak pcnguasaan atas tanah adat 

adalah sebagai berikut10 ; 

a. Hak ulayat 11111Syaralcat hukum ada!, sebagai hak pcnguasaan yang 

tcrtinggi beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. 

b. Hok kepada adat dan para tctua adat, yang bemunber pada hak ulayoJ 

dan beraspck hukum publik semata. 

c. Hak-hok alas lanah. sebagai hak-hok individu, yang sceam laogsung 

ataupun tidak langsung bersumbcr pada hal< ulayot dan beraspek 

bukum kcperdataan. 

Bagiamana pemahaman etnik Batak Toba nteogenai tanah adat? Dnlam trndisi 

Batak Toba, lan.ah adal adaJah 1anah yang diwariskao dllri leluhumya. Warisan 

leluhur ado bennacam-macam, ada warisan dari kakeknya (Ompung). warisan dari 

maq;a dalam beberapa tingkat keturunon, ada warisan dari orMg wa kepada anaknya. 

Kalau wo.risan itu adolah mllik bersama marga bernrti wo.risan tanah ndat tersebut 

dalam pcnguasaannya diatur oleh pcngewa adal atau raja huta." Untuk itu, semua 

keberadaan lan.ah matga diatur dan dibatasi olcb raja bius aiAu raja huta. Bius yang 

mengarur semua keberadaan Wlah adat, yang biasa discbut adalah rano go/ar {tanah 

leluhur). 12 

10
) Ibid, 

10) Prof. Or.~ II. Simaqj..,Uk(l99l). Mama dan r wrpJ T<Jn<Jil tiD/am Mll1)'U'DMl &1oA 
Tol>o. Jobtu: Obor. 
") Prof. Or. Bw\ptan 11. Simll\luntak( l991). Ma!na dDtt ' ••¢ Tanail dmam Mas:>wai:alBaraJ. 
Toba. Jobtu: Obor. 
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1.5.1.1 Taoah Adai/GolaJ sebegal Pear uata11 ldeotitas Marga 

llulrum adat dalam emik Batak Toba, mcngakui wuh go/at sebagai milik 

kolcktif dalarn sekelompok marga. Tanah komunal tersebut diolah masing-masing 

individu dalam tanah kepemilikan bersama. Kalaupun terdapat tanah komunal yang 

kosong atou tono ranJang (tanah kosong) bukan berarti tonah terscbut tidak bertuan. 

Biasanya, tanab adat yang kosong dibangun tugu atau semen (ramba.tllcuburan), 

untuk menunjukkan identitas dari kclompok marganya, misalnya tu&u Simannata, 

tugu Simanihuruk, tugu Raja Sitepang, dll,u 

Menurut Van Dale, identitos ben>sal dari keto 4dcntitas" yang artinya sama 

dengan dirinya. ldcntitas suatu konscp alcan kcsamaan absolut dalarn suatu klan atou 

l1lafga tertentu. JCesarn..,_, yang dapat mcmpcrsatukan diri mereka yang diyakini 

bersama." ldcntitas mcnunjukkan bahwa kelompok tertentu mcmiiiki ciri khas yang 

berbeda dengan kclompok yang laionya alau dengan istilah kcunikan dari bebenlpa 

kelompok yang iainnya. Tanah go/at adalah milik bersama (i•i idcntitas Etnik Balak 

Toba) yang sanaat beri>eda deogan konsep etnis yang lainnya (betas pembedaan 

identitas). Tano go/at sebagai saran.a untuk mcmperkenalkan identitas diri otas 

kelompok marganya. Penyikapan identitas kelornpok marsa t<n<:but menunjukkan 

identiUls kolekti f. Mcnurut Jenkins (Arkanudin, M.Si., artikel, 2009), identitas 

l:olektirini menunjul: pada kesamaan..15 

") lldl<. Prof. BoedJ lfanono (2007), Hu- A&ror;a .... Jokoruc o;omt>allon 
") O.. Topt Nlillii"l"" (2006). &tal< Toi>a dJ Joimra K-lras da!r Puub"'- /d<rrlir<>;. Medon: 
BU.. Media Pc:rinds. 
'') Bclk. Ibid 
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Ocngan demikaio hak golaJ adalah hak masyarakat hukum adat baik teritorial 

maupun genelogik, di mana bentuk peogu3Slllln aras tanah dikuasal pribadi oleh 

warga masyarakat bukum adat yang be~Sa.Dgkutan. Penguasaan tanah komunal secaro 

pribadi atau individu te:sebut bukao mau berusaha mc:nghilangkan identitas kolektif 

dalam satu kelompok marga namun mau mcmbangun rasa kepemilikan kolcktif. 

~baliknya, hilangnya rasa kepcmilikan bersmna berimbas juga pada hitangnya 

aktivitlls dari kelompok sosial marga yang ada.. Berdasarkan konsep tersebut, analog 

dengan yang dikatakan l'llirul~y dan Alipora, ''bahwa; 

"idcntitas etnik adalah sebuah konstruk$i yang komplek$ yang mengandung 
sebuah komitmen dan rasa kepemilikan (sense of MkHrging) pada kelompok 
elnik, evaluasi positif pada kelompok, berminat ell dalam dan berpenge1ahuan 
tentang kelompok, dan turut soerta terlibat dalam al:tivitas sosial kelompok. 
ldcntitas itu berkaltan denga"' masa lalu dan aspirasi masa depan yang 
berbubungan dengan etnisitas. Jadi, ctnisitas etnik akan membuat sesorang 
memilild harapan akan masa depan yang betkaitan dengan etniknya". 

ldentitas sosial dolam masyarakat Batak Toba, terccrmin dalam pola huta 

berbentuk banjar yang memungkinbn pola reaksi dalan> beotuk pcrgoulan sosial 

dalam huta tersebut. lntensitas sosial dalam huto dinyatakan dalarn kepemilikan 

balaman bersarna, ladang diolab dalam tanal1 komunal. Halaman rumah digunakan 

untuk bcttenuo, bcttukang, bermain anak·anok, tempat remaja menari (mortumba). 

Untuk itu, lruta tidak tctdapat pagar yang menandakan atau membatasi milik pribadi. 

1') OiJcutip dari a.rtib.l Hcny Rout)'ilin. kuoiJUI Soslot dan l.Ahtm PT Finnonrara /ntiga Kolimamo;r 
B(VQI. httplwww .wa.ten~re.orWimaac:IHRO I.Jpa 
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Bila Sl'seorang memb3tasinya dcngan pagar berarti scseorang tcrscbut jauh dari relasi 

sosial dalam marga tersebut. 11 

Hak go/at menJpakan hale yang dimiliki olch sekelompok masyarakat yang 

menempati scbuah hlda (kampu11g). Denpn hale go/at itulah mcmbuat mcreka tctsp 

solid dan tctap kukuh dalam eksistensi kclompok margaoya. Bagaimana dalam suatu 

hut a sudah dianggsp padat, spa yang harus dilakukan? Cara mcngatasi persoalan itu 

adalah mcndirik!!o pcmukiman baru yang dioamakan lumbtm. ~' dan ltuta 

pagaran. Hula yang baru inilah yang okan membcntuk tano ni go/at na baru. 

Pcnyebab utama dibcntuk pemukiman baru ini adalah karena huta lama terlalu padat, 

konflik, alau dalam sotu kctunJn:ut ingin hidup m:utdiri alau mcndirikan kcrajaan 

sendiri (manjoe) yang beb3s dari kelruasaan huta induk.11 

Lan (200019 mcngaeakan bahwa "sctiap individu memcriukan pengakuan dan 

pengulruhan eksistcnsi dalam kclompok ctniknya. Pengakuan ck.sistensi kelonopok 

ll:rSCbut akan memberi respon dao akan melahitbn pct"8S88Il memiliki dalam 

kelompok etniknya. Dalarn konsep sosial berarti scseorang dapat menemukan 

ck.sistensi sosialnya kctika ia berada dan dilrulruhkan dalam kclompok marga tcrsebut. 

Etnik Dolak Tob3 mengakui margo raja scb3pi pcmilik huta. Dia 

dikukuhkan oleh adat sebagni pribadi yang memillki hak atus tanah adatllano go/at. 

Dia sckaligus berfungsi scb3pi rojo huta. Dalam sistem pcmcrintahan, raja hula 

1~ lldt. lldt. Prot Or.~ A. Sim&ojuoo.k (l991). Moina don F""pi T...., • . Jalwt.a: ()bar. 
1') Bdk. lldlt. Prof. Or.llwlpnul A. Si.,..jWIUlc(1991). Moina don FvngsiTo...h .... Jalwt.a: Ot>ot. 
19) Dllrutip d.ari artikel Heny Rousyilln. &solwf &>sloJ dan Lohan PT Flnnanlaro fnligo I<Diimofflan 
Bo'f#. http'www.wg...........,ll'imapll!ROI ,jpc 
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termasuk pemcrintah huta (Vergouwcn, 1964:288). Adoblanya suatu margo yang 

mengikuti margo raja membuka hllla baru mCIIIpcroleh hak go/at (hak memiliki 

tanah adat) dati margo raja. Tapi ada juga yang tidak bemak atas tanah go/at walau 

scmarga dengan raja hula, kelompok ini dinamakan porrqJe (Tampubolon, 1934: I 0). 

Menurut Bart"' (1988:11) bahwa kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang 

secara bioloais mampu berkanban& biak dan bertahan sena mcmililci nilai·nilai 

budaya yang sama dan sadat akan rasa kebei'SaiiWln dalam suatu bentuk budaya serta 

membcntuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan .;iri kelompoknya 

sendiri yang ditcrinu kelompok lain dan dapat dibedabn dari kelompok populasi 

lain.21 

Hula alau IWialt go/at meru;pakan nilai dasariah suatu sistem budaya yang 

sama dan sadar akan rasa l:cbers:t.mun dalam suatu budaya. Elnik Batak T oba 

mCIIIbentuk jaclnpn l:omun.il<asi dan interaksi dengan eara penguasaan atas tanah 

go/at. Penguas:w1 dan pemilikan atas tanah go/at tersebut akan menentukan clri 

kelompok maraanya sendiri y1111g dapat diakui atau ditcrima kelompok lain dan juga 

dapat dibedakan dari kclompok marga lain. 22 

Bagairnana hubungannya hamoraon, hagabeon, dan ha.sangapon (lcckayaan, 

keturunan, dan kehormatan) dengan ll!nah adat? Keterikatan etnik BQUik Toba 

terhadap tanah adat begitu tinggi. Tanah identik dengan orang atau marge. Tanah adat 

~ Dl.k\Aip dati lttikel lkny Rousyilin. Relolusf Sosla/ ®n Lohuft P1' Finnant<U'O l!ftlga ~limlJitltm 
/IDrol. httplwww.w~~o....,..o<a'imagt/liRDIJpc 
21) L Tampubolon (1935), AdDI Mvrdirilwt H- {kmr.po<"'), T.o- Dtukllorij Philemon 
~.Medall. 
"') Bdk.l. Tampubolon (l93S) A4or M•ndirlJ.o• H""' (brpoc"') .... Mcdan. 1935. 
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ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat baik secara individu maupun secara komunal, 

yang tujuannya ada!~ untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tanah adat yang sifatnya 

tanah komunal dalam murga tersebut dikelola secaru pribadi untuk kcpentingan 

pribadinya, yang walaupun hasil pengolahannya dati tanah komunalu 

Sceara implisit tanah (tanah waris) odalah cita-cita hidup mereka yang paling 

mendasur. Cita-cita dan harapan yang dimaksud yakni hamoroon, ltasangapon, 

lragabea1L Penebnan utama untuk mewujudkan akan semua itu adalah hanroroon, 

salah satunya adalah tanah. Cita-cita tersebut tersirat suatu fals>~fuh hidup Batak Toba 

yang mcnggamba.rkao kctcrikatan hidupnya terhadap tanah adat dengan kcturunannya 

(ltogabeon). Salah satu falsafuh yang tetkcnal iw adalah lulu anak. lulu tano (meneari 

llllllk, mcncari tanah). Kolau falsafuh ini hilang begitu saja dari konsep orang Batak 

Toba bcratti eksistensinya semal:in teruncam, untuk itu dalarn hukum adat Batak 

Toba, tak ada satupun plnompor-nya yang ingin menjual tanah adatnya pada pibak 

lain, kecuali dalam lingkupnya sendiri. Konsep lulu anak lulu tono terscbut diartikan 

bila ada anal< maka tidak ada lllnah atau mencari anal< bcratti mcncari tanah. Konsep 

ini mau mcnunjukkan bahwa anal< sebagai pembawa marga dan pewaris tanab go/at. 

Disinyulir babwa semakin luos tanah ynng dimiliki, dikuasai serta dikclola maka 

peluang untuk mencapai cita-cita akan scmalcin terbuka.14 

")e..,_ A. Simlojunl&k (2006). SlnJ!vr Soslnl dan Sis,.m Pol/lit lkltoA Toba hi"fli!• /94J '"""' 
PendeiiDlon S.j(II'O!o, AltJropo/o~1 Budaya Pe>lid~ Jakvu; 000.. 
"J Prof. ilwlpran A. SimanjunW< ( 1991), ... l~m.ll 
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1.5.2 Taub Acbt cblam Bukum Nqa111 

Di bawah ini saya aJcan membahas seputar 1aodasan hukum negara yaog 

hethubuogan dengan tanah adaL Untuk itu, yang per1ama saya uraikan adalah 

landasan bukum dari Undang·Undang Oa.sar 1945 Pasa1 33 ayat (3), kemudian 

diuraikan juga Undang-Undang Pokok A gratia 1960 Posal 1 ayat I sampai 3. 

1.5.2.1 Tanab Adat dalam Uadaag-Uudaug Dasor 1945 

Konsep hukum oegara mengenai tanah telah dirumuskan secara konstitusi 

dalarn UUD 1945, pasal 33 ayat (3). Undang-undang tersebut berbunyi: bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkanduog di dAiamnya dikuasai oleh ncgam dan 

dipergunalcan sebesar-besamya uotuk kemlkrnuran rakya1. Konsep perundangan yang 

ada tersebut berasaskan Pancasila. Bila berpegang tegUb pads asas terscbut berarti 

hak penguasaan atas lanah dati negara adalah mutlak. 

Hak menguasai dari negara dimaksud Jalam UUD 1945 tersebut adalah hak 

mengatur dan menyelenggarakan yakni peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan 

pemelihaman bumi, air, serta ruang angkasa. Hak menguasal dati negara atas tanah 

dikuasalcan juga pada d~rah-<laerah dan nwyamkat hukum adat. 15 BagaimaM 

konsep hukum ada! mengenai tanah adat dat:.m UUD 1945 pasal 33 ayat (3)? Oalam 

UUD 1945 tersebut menyatakan hak adat diakui hmya sebagai hak ulayaJ. 

Pemahaman bak ulayar dalam undang-<Jndaog ini dipersamakan dengan 

"bescMkldngsrec/rr )'llitu hak yang diberikan pcngetua adat untuk mengambil hasil 

hulMI, membuka hutan, dan berburu. Untuk itu, hak ulayal pad.- takaran undaog· 

") Prof. llo<di Haroooo (2007, hlm. 172). HuAwn agrorlo ll!dOMsfa 
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undang tersebut banya digunakan untuk kepentingan umum alau dalnm bentuk 

pcmbangunan fasilitas lalMya. 

I.S.:U Taaall Adat dalam UadaD&·Uadaag Pokok Agraria 1960 

Hukum taruJh nasional yang Ielah diundang!Gm dal:un UUPA 1960 itu 

merupakan pclaksant1:111 dari UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Dengan dcmikian, yang 

mcnjadi dDSllr hukum utnma dari UUPA 1960 adalah UUD 1945 posal 33 ayat (3). 

UUP A 1960 merupakan petaturan perundangan yang mengatur hak ban gsa sebagai 

hak penguasaan atas !annh yang tertinggi. UUP A 1960, pasal I ayat 1·3 bcrbunyi: 

(I) Selllruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari ~luruh ralcyat 

Indonesia, yang bersatu sebagai ban gsa Indonesia. 

(2) SeluNh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terbndung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan runng angkasn 

Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

(3) Hubungan bukum antara bangsa Indonesia dan burni, air, dan ruang 

angkasa termakl.'Ud dal.am ayat 2, P"'"'l ini adalah hubungan yang bersifnt 

abadi. 

Betdasar!Gm konsep UUPA tersebut, maka kita daP"t menentukan pokok· 

pokok dalam pasaJ tersebut yaitu sebutan dan isinya, pcrnegang baknya. tanah yang 

dihaki, t.ercip~.~nya hak bangsa dan hwbungan yang bersifat abadi. SebuUUJ dan isinya 

dimaksud dalarn UUPA adalah hak·hak pengU4S331l atas l8nah yang lain secara 

langwng acaupun tidak langsung bersumber padanya.'6 

"')Ibid. blm, 173. 
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Hnk bang,sa mengandung 2 unsur yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas 

kewcnangan untuk mengatur dan mernimpin penguasaan sena penggunaan tanah 

bersama yang dimilikinya. Hale bang,sa atas tanah bersama bukan hak pemilikan 

dalam pengertian yuridis, tetapi dalam konsep hak bangsa dan hak milik 

pertcOniDgan atas tanah. Sedanglcan tugas kewcnangan untuk mengatur 

penguasaannya dan memimpin penggunaan tanah bersruna tersebut yang 

pelaksanaannya dilimpahkan kcpada negara. n 

Pemegangan haknya dimaksud adalah sub~k bak bwlg,sa yaitu seluruh ral:yat 

Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yairu genemsi-

gcnorasi tctdahulu, sekanmg dan gcnerasi-perasi yang akan datang. Tanah yang 

dihllld adalah hak bangsa yang meliputi semua blnah yang ada dalam wilayab Neg3t8 

KC#tuan Rcpublik Indonesia. Tidalc ada tAnab yang merupakan res nullius (tanah tak 

bertuan). Untulc itu akan lerciptanya hak bangsa seperti tanah bersama itu diamini 

sebagai Jauunia Tuhan Yang Maha Esa lcepada mkyat Indonesia yang telab bersatu 

sebagai mkyat Indonesia. Dcmikia.npun llalnya dengan konsep ltubungan yang 

bersifat abadi, di mana selama rakyat Indonesia bersatu scbagai bangsa Indonesia 

masih ada dan selama bumi, air, dan Nang anglwa Indonesia masih ada pula, tidak 

ada kelcuasaan yang dapat memutuskan kebemdaazi kelcayaan yang ada atau 

mcmutuskan atau meniadakan hubungan tersebul Oleh karcna itu, tamh borsama 

yang mcrupakan kelcayaan nasional tcnebut bisa dialihkan kepada pihak Join." 

"'1 Ibid. him. 173. 
11) Ibid, him. 172. 
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Bagalmana konsep hukum adat mengenai tanah adat dalam UUPA 1960 pasal 

I ayat I sampai 3? Hukum adat mengenai tanah adat merupakan sumber utama dalam 

pembangunan hukum tanah nasional. Konsekuensinya bahwa pembangunan hukum 

tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat, yang dapat kita rumuskan sebagai 

berikut: 

Komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, 
dengan hak·hak etas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung 
kebersamaan."' 

Konsep komunalistik religius yang dimaksud tetSebut tercantum dalam 

konsepsl buJ..-um tanah nasional yang ditunjukkan dalam pasat I ayat 2, yang 

menyatakan bahwa; 

Selurub bumi, air dan ruang angkasa, tcrmasuk kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dalam wilayab R<iJlublik Indonesia, sebagai kanmia Tuhan Yang 
Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional. 

Di sinilab letak perbedaan ruang lingkup antara hukum adat mengenai tanah 

adat dan hukum nasional. Hukum adat mengenai tanah ulayat merupakan tanah 

bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan dalam 

takaran hukum nasional mengenai tanah yaitu semua tanah datam wilayah negara kita 

adalah tanah betsama seluruh rakyat lodonesia. Pernyataan ini menunjukkan sifat 

komunalistik konsep nukum tanah nasional kita. Hak bangsa mencakup semua tailah 

berarti kata seluruh dalam pasal di atas mengindikasikan bahwa tidak ada sejengkal 

"'> Jbkt.. hlm. 228 
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tnnah pun di negara kita merupakan apa yang disebut res nullius (tllnah tak ber­

tuan).30 

Koosep pengelolaan tanah, berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh hul:um 

nasional dD.n hukum adat mengenai tanah adat. Tanah adat dal:11t1 hukum adat tidak 

harus dilakukan pengelolaan terus menerus, artinya dal:un hukllm adat diberi 

kemungkinan 5 tahun tanah itu tidal< dipakai. Tujuannya agar tanah tcrsebut 

dipulihkan kembali kesuburannya, yang telab lama dipakai atau dikelola oleh 

mliSyarakat udat Sedanglum tanah adat dalam konsep hukum nasiOOAI (UUPA), hacus 

diolab tanab ICtSCbut scefektif dan soefesien mungkin. Jadi, tanah hacus dikelola terus 

menerus sccata produktif, bila tidak maka tanab terancam akan diambil oleh negaro, 

kan:na tanah itu akan diasumsikan sebagai tanab tcrlantar (ns nuUius).11 

Kcdudukan hak masyarakat adat at.as tanah ulayuttcrtuangjuga dulam Kepres 

5511993 yang mengaNr tentang peogadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kcpentingan umum. Dal.am pasal 14 dikaUikan bahwa 

"perganlian tedladap bidang tanah yang dilruasai denpn halt u/<1)'01 dibcrikan 
dalam bentuk pembangun:m fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat 
bagi masyarakat setempat" 

Dalam bW..-um adat, tanah ada! dlscbut juga tanab ukzyol. dalam masyarakat Batak 

Toba disebut tanab go/at. Tanah adM ini bisa diberikan untuk pembangunan fasililas 

umum. Umumnya tan.1h ini dihibahkan karena koodisi tanabnya tak subur, tanah 

untuk penggcmbalaan temak (parmahan lombu). Pemberian tanah adat yang kurang 

subur tcrsebut biasanya disebut dengnn tanah pogo-pogo. yang nantinya akan dibalas 

") Ibid. him. 229 
")Ibid. blm. 2J). 
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oleh penerima pago-pogo dengan pemberian piso-piso (pengbargaan kepada pemilik 

tanoh llda1).32 

Namun tidak scmua Ulnab wnris dapot dihibahkan kcpada orang Jain. Untuk 

itu, dalam CU1ilt Batak Toba hanya mengenal dua jenis hak aUlS tanoh ynitu hak 

perorangan dan hnk kolekti~rs<~ma (tanah golot).» Hale perorangan adalah bak atas 

sebidang tanah yang dapat dimiliki olch seorang karcna pcwarisan atau katena hiboh 

atau gadai. Pemegang hak punya kehendnk bebas untuk mengalihkan haknya aUlS 

tanah te!Sebut oamun dibatasi atas garis keturunan. Sc41ngkan hak kepemilikan 

betsama ada!ab hnk a1llS tanah secnra berwna.. Tanoh memang dapat diusahakan 

secara pcrorangan, dan orang terscbut, berhak menikmati hasilnya sehuna ia 

mengusahakannya, alcan tetApi bila yang betsanglmtan meninggalkan atau tidak 

menggunakannya, mab tanah itu dikembalik:m kepoda pemilikan betsama. Orang 

yang menguasai tanah itu tldak berhak untuk menaalihkan tanah benarna yang akan 

dikelola atau digunalcan pihak lain kecuali keturunan S(l()mpu. J< 

1.5.3 KoDOik 10tara Oakum Adat dan Hukum Nepra MueeDAI Tanab Adat 

Jiwa dan cakupan hukum adat adalah mencakup keseluruhan aturan hukum 

tldak tertulis. Suatu hulmm asli golongan pribumi, yang merupakan bulmm bidup 

dalam bentuk tidak tertulis dalam masyatakat adat. Demildan p<m dengan hukum 

ncgnra yang tercantum dalam UUD 1945, pasal 33 ayat (3) dan UUPA 1960, pasal I 

ayat 1 sampai 3, jiwa dan cakupan dari hukum negara adalab menc4kup keberadaan 

")IW 
")Ibid. hlm.l4. 
") JblcL 
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tala aturan atau nonna-nonna yang tcrtulis yang mencakup keseluruhan warga negara 

Indonesia. 35 

Namun yang meojadi sumber konflik adalah undang-undang negara sering 

tidak disertai dengan sejumlah peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi 

setempat atau aparal dalam menafsirl<an undang-undang tersebut teri<esan terlalu 

kaku hukum terutama IJIO!lelapkan UUPA, yang pada kenyataannya lebih banyak 

mengorbankan .rakyat selempal. Demikian juga halnya dengan hukum adat (aturan 

tidak tcrtulis), Jrurang proaktif dcngan kcberadaan tanah u/ayal atau lalla!\ komunal 

dalarn masyarakat adal. Kll<lang kala hukum adat yang mengorbankan masya.rakat 

adat sendiri atau marganya sendiri dengan menghibahkan pada orang tertentu atau 

kepada pemerintah, tanpa mUS)'llwatah dengan keturunan saompu.,. 

R.aja bius yang mengatur tan;ah adat atau tanah golat Dia seorang terbormat 

dan pemimpin dalam suatu desa at.au hula. Dia yang mengatur sumber kekayaan 

dalam hula dan diakui sebagai milik kolektif. Demikian juga halnya dengan 

kebijakan dalam pemakai tanah adatt selalu diatur oleh raja blus, dia Mtua-tua atau 

pengetua adat juga pelaku utama dalam kebijakan tersebut. Kebijakan raja bius yang 

merugikan bagi komunitas matga akan tetjadi konflik dalam satu marga mengenai 

t.anah adat atau t.anah warisan terseblrt.31 Kalau begitu apa dimaksud dengan konflik? 

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapal di dalam masya.rakat 

otau dengan kata lain konflik mcrupakan baglan yang tidak terpisahkan dari 

~)Prof. Dr. Jluo3anu> A. Simal1juntllk(J991). MJJ/cnadan FungsiTanah.. .. Jakaru: Obo< 
")Prof. Dr.llw>pno A. Sim&qj......X (2006) .... blm. SO 
"> AniOn; us ll. SimonjW>talt (2006). Slrul:nu dan Sis,.., Polhik /Jaluk .... lakana; Obor. 
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kc!lidupan masyarabi, hal ini karena merupalcan salah satu produk dari bubungan 

sosial dalam masyarakat (social relations). Menurut Rauf menyatakan bahwa: 

Rubungan sosial menghasilkan dua hal yaitu pertama, bubungan sosial yang 
mendaiAOgkan manfaat bcrsama adalah hubungan sosial yang didiamkan oleh 
setiap masyaralcat yang dinamalcan hubungan sosial positif. Kedua, hubungan 
sosial yang negatif yang menghasilkan konnik entara mereka )'llllg tcrlibat di 
dal:unnya karena adanya pandengan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial 
tersebut menganggap bahwa plhllk lain mcmperoleh manfaat yang lebih besar dari 
hubungan sosial ini menimbulkan rasa ketida.kadilan di dalam d iri pibak yang 
terlibat di dalamnya sehingga tcrbentuk perbedaan mengcnai manfnat dari 
hubungan sosialtersebut. 38 

Konsep Rauf tmebut di atas mcngindikasikan bahwa konflik itu te:jadi 

karma adanya intctabi sosial yang mcnyimpang. Di saru sisi konflik itu dapat 

mcngorban orang lain, di sisi lain konflik dapat dimanfaalkan oleh pihak lain untuk 

mencari keuntungan. Memanfaatkan konOik yang ada tersebut akan menimbulkan 

rasa ketidakadUan dalam perilllku sosinl masyarokat. Bagimana persis mengenai 

konflik yang teljadi dalam masyaralcat Batak Tobn? 

1.5.3.1 Konflik Disebabkaa Adaaya Kepeatiogaa Berbcda 

Konsep negara terutama dalam UUPA tenlartg tanah adat, seeara implisit 

bertentangan bukum ada! meogenai tanah adnt (tanah golat di Batalc Toba). 

Pettentangan itu disebabkao karena MillS linglcup yaitu hukum adat mcngakui tanah 

adat sebagai tanah milik betsama dalam linglcup adat atau marga saja (sifat kolektil). 

Hak dan kewajiban seseorang dalam tanah adat sangat tergantung pada penguasaan 

pengerua adat atau twtw-tua tJe huta. Sedangkan hukum negara tidak mengakui hak 

' ') Dr. Albnudin. M.Si. (2009)./lnoiWii/ Kuro/llk Pl rto .. han &rdosarl:an Prtmato AdiJI. 
HYP!lR.LINK"H1TP1/ARKANDII!N.BLOOSPOT.COMf.!009/03/molwoi-I<Oflflik· 
pct'WIIhanberdawi.an.bUnl" 
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dan kewajiban dari subyek penguasaan l:lnah adat tersc:but. Pada prinsipnya 14n3h 

adat merupakan milik bersama seluruh ralcyal Indonesia (sifat komunalistik). 

Pemcgang bak alas l:lnah adalob seluruh masyorolcal Indonesia dan dalam hukum 

negora tidak ada lscilob l4nah yang res nullius (14nob yang tak ber-tuan). Semenlata 

bulwm ada! pemegang bak alaS canah adat adalah masyorakat adatnyo (sifat 

knmunalistik ada! setempat). 

Konlllk bukum adat dan bulrum negara mengcnai tanah adat dalam etnik 

Batak Toba yaitu masyorakat adat ingin mcmpcrtahankllll orig!nilitas alas tanah 

leluhur, scmenl4ra pemerintah ingin memanfoatkan l4nah adat itu untuk membangun 

fasilitas umum. Masyorakat ada! memperlabankan originalitas atas tanab leluhur 

tersebut disebabbn tanah tersebut ada rclasi mitologis magis yaitu tanab adat itu 

telah mcnyaiU dengan jasad nenek moyang ctnik Salak Toba 

Dalam masyorakal adat yang menjaga originalitas tanah adat adalah raja bl11s. 

Natua-tua adntlnh menjago kcmungkinan kcbijakan UUPA yang mengorbankan 

status kepemllikan Wlob adat pada masyarakat adat. Pengetua adat menjagu 

eksisten.si l4nah adat dengan c:ara mengutasi adanya pengalihan hak goU.t dcngan aw 

nama kepentingan negara wu SW8Sl8. Kadaog kala hukum negara rmngabailc.an 

keberadaan slscem pemilikan dan pemanfaatan tanah waris 1eluhur.l9 

Menurut konsep Francis (Heny Rousyikin, artikcl. Resalusi Konjlik Scsial), 

resolusi knnflik meskipun sudah dijadikan model jug-1 masih memiliki kelemahan. 

Menurut dia, kelemahan-kclemahan tusebutterlctak pada asumsi bahwa pihak·pibak 

"> 1.c. _....,. (1964:35). n. S«id ~ ond eu.......,. t.a.. cflh< ro~>o-s-~. cf 
Ncnhun s.-oa.-Maninus ~ tbo Hope. 
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yang bcrtikai dapat dibujuk untuk melihat ketergantung rnerek1l yang sifatnya mutual. 

BcrbitM dengan konsep tcrscbul di atas, konflik dalam etnik Batak Toba itu tidak 

berakbir den&3Jl aoadris. Hanya Sl!ia. konflik akan rnun<:ul ketika ketcrgantungan itu 

tidak 5alins mcngunlllngkan, di mana saloh satu individu 5l!ia hanya merasa 

pernbetian (berupa piso-plso) dari pemerintah. Misnlnya saja dengan pernbetian 

berupa pcnghatgaan hanya diuntungkan orang tcrtcntu saja dalarn marganya, 

scdangkan yang lain dikotbankan. 00 

Selain konflik terscbut di at;\$ juga lenlllj>ll konllik llll18l1Darga, serin& kali 

wjadi dalam satu marga. KonOik ini marak dengan adnnya undang-undang cxonomi 

dacroh (UU Otda, No. 32, 2004 tentang otonorni daerah), yang rnembcri kelcluasaan 

terlladap pemerintahan dacrah untuk membangun dacrahnya. Efek dengan adanya 

otonomi daerab ini maka funisi ll1n3h meogalami pcrubahan, apalagi tanab adat yang 

dimiliki marga tertentu berada di jantung kota kabupatcn. Pergeseran fungsi dan nilai 

tanah mcmunculkan konfiik baru rnengenai tanah waris leluhur41 

Menurut CoUcta, konOik itu dapat diselesaikan dengan cara atau metode 

saluran-saluran infollll31 tradisional (pemimpin dalarn sebuM desalkampuna). Dia 

k:llakaD bohwa: 

Salnh satu sarona yang paling cfektif untuk bcrkomunikasi dengan massa yang 
tengnh konllik adalah dcngan mcnggunakan snluran-saluran pengaruh informal 
tradisional dan pemimpin-pemimpin sctemp31. Peran kepemimpinan informal 
tradisional ini tidak di3kui seeara rcsmi oleh pen1erintah, pcran-peran tersebut 
telah betura1 berakar dalam lcebudayaan asli dan memperoleh Jegitimasinya 
betdasarl<an faktor-faklor seprti keluarga, kedudukan, scbagai orang tua dan 
tradisi (Colleta, 1987:9)41 

"J Bdk. Prof. Dr. Bung&nUJ A. SillUII\I""tolt (1991). MafwJ wn Fun11s1 Tanah..., Jabna: Obor. 
") Bdk. Ibid. 
'~Or. Arkanudin. M.Si. (2009). 1/Jtw/"'1 XOt!flik Pe.tt~~U~hon .•. , bcnlasarlwLhtml" 
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Konscp yang dilawarkan oleb CoUeta ini sangot relevan untuk menanlll'lli 

kasus atau konflik ta.nah odat yaitu dcngan pendekatan infonnal tradisionnl (mclalui 

natua·tua adat). Namun konsep yang ditawarknn oleh Collela tersebut tidnk diakui 

oleh undang-und:111g atau hukum negara. Pada prinslpnya penyelesaian konflik tanah 

ada! itu tidnk bisa melalui saluran infonnal tetapi dapat diselesaikan betdasarkan 

hukum ocgara yang telah meogatur penmdangan mengeoai undang-undang agmia 

l.S.J.l Ta11ah Adat Sutlt Dijual 

Homer-Dixon, 2001, Swain, 1993, Markakis, 1989 (Dr. Arkanudin, 2009 

artikel). Resolusl Konjllk Perttmahan Berdasarkan Pranara Ada/), menyebutkan 

bahwa problem ptrWlahan adat. lebih banyak penyebabnya dari kooOik tanah 

komunal. Pemahaman umum yang bisa ditarik kcsimpulannya adalab kelangkaan 

tanab dan sumber daya alam tcroyata menyebabkon akan meningkatkon persalngan, 

ketidnkcocokan onwa satu onmg dengan orang lain ... Konflik yang terjadi sckorang 

ini tidnk hanya tcrjadi diperkotaao saja juga terjadi di pcdesaan. Biasanya konfllk 

per1anahan di pcdesaM korena tanab :yang dimiliki itu adalab tanab waris leluhur dan 

juga seogketa batas WISh. 

Konflik tanah komunal yang sering tcrjadi dalam masyarakot Barak Toba seat 

ini, tidnk terlepas dan kelangkoan tanab, mempcnabankan originalitas tanoh leluhur, 

p¢tubaban harga tanah, dan potensi sumbcr duya alam yang ada. Perubaban· 

p¢rubaban fungsi tanab ada! tersebut sepcni dati tanab komunal marga menjadi tanab 

~ Bdk. Prof. Bocdi ~~anon<> 0001). H""- A.grdri4 ••• , J-o;....-
") 0.. Albnudin, M.Si. (2009). /lnolasi ICtR!flj! l'utllnDiw>n-. ~ 
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.. milik pribadi. Perubahan dari tanab komunal menjadi milik pnDadi tersebut akan 

tcranc:am hllangnya simbol ebistcnsi dan identitas tanah marga. Untuk itu, ada 

bebcrapa tanah marga tidak mau meojual atau mengbibahkan tanah lclubur itu kepada 

siapapun atau pemcrintah daerah untuk mcmbangun fasilitas umum. 
,. 

Konflik terjadi juga kctika apar.u hukum negara dan raja hwa berusuha 

mcnghilangkan tanah adat dengan cara menghibahkan kcpada pcmerintah tanpa ada 

kata mufakat dari scsama !llJliga dalant masyarakat adat. Usaha melcpaskan tanah 

komunol atau tanah adat tersebut sama artinya dengan menghilangl\aQ identitas 

marganya scndiri. Menunn Colleta, konflik itu muneul juga kazena tidak adanya 

komuniWi yang baik anwa pernilik tanah adat dengan si peogguna tanah. 

Scbcnamya mcmpemmukan kedua hukum yang ada (bukum negara dan hukum adat) 

akan memudah penyelcsalan konllik. dan sebaliknya. 

Sclain itu, meourul Prof. Dr. Dungaran A. Simanjuntak (1991), konflik tam\h 

ulayatlgolat dalam etnik Batak Toba discbabkan karena kurang adanya penghormaton 

terhadap kepemimpinan tradisiona.l setempat. Pe,mcrintah kadang-kadang secara 

paksa mengarnbil hak kepemilikan tan>h adot untuk digunakan pcmbangunan fasiliUI$ 

umurn (bandingkan kasus lndonyon). Umurnnya pemerintah memanipu.lasi 

penggunaan bukum adat scperti pemberian pago·pago aUI$ tanah adat tersebut yan& 

sebenamya masyarakat adat tidak mau membcri kepada siapapun. 

1.5.3.3 Mekaalsme Peayelesaiu KoaOik Taoab Mta urutliakum Negara 

Pada bakikatnya, kasus per1AIIahan merupakan benturan kepentingan (conflict 

of Interest) di bidang penanahan antam siapa dengan slapa, sebagai contoh konkret 

11ntara pcrorangan dengan perorangan: perorangan dengan badan hokum: badan 
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bukum dengan badan hukum, hukum adat dan hukum negara dan lain sebagainya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepastian bukum yang diamanatkan UUP A, 

maka terbadap kasus pertanahan dapat diberikan penyelesaian kepada yang 

berkepenlingan yaitu pemerinlah dan masyarakat. Menurul Rusmadi Murad, 

pengertian sengketa lanah atau sengketa bak atas tanah yaitu, timbulnya sengketa 

hukum yang betmul.a dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi 

keberatan-keberatan dan tuntutan hale atas tanah, bai.k terhadap status tanah. prioritas, 

maupun kepemilikannya deogan hantpan dapat momperoleh penyelosaian secara 

administrasi sesuai dengan kelentuan peraturan yang berlaku ITokoh Tugas 

Www.gunadarroa.ac.jd). Untuk lebi.h jelas lihat skema proses mekanisme bukum 

negam mengenai masalah atau sengketa 1anah. 

X L r Tokoh Masyarakat 

'"""""---!. } ""'"' ~ ,_,,. 
P!lisi Tokoh Agama 

Pengadian/Kejaksaan 

Rasil 

Keterangan 

X dan Y adalah subyek sengketa lanah. Salah satu di antara mereka melal;ukan 

pengaduan pada kepala desa sebagai penguasa dalam pemerinlah panikular di desa. 

Kepala dosa menyelesaikan masalah tersebut dcngan mengundang tokoh masyarakat 

dan to~oh agarna sebagai m,ediasi terhadap konflik 1anah tersebut. Tujuan kepala desa 
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mengbadirkan kedua tokoh tetsebut agar dapat diselesalkan dengan earo damai 

{perdamaian). Bila perdamaian itu mcngalami kebutuhan atau salah S8tunya tidak 

setuju maka perkara penyelesaian itu diteruskan kcpolision dcngnn metode 

penyclidikan terbadap kasus tersebut. Sc:telah diselidlki secara akurat kemudian 

sengketa tanah itu diteruskan kepengadilan atau kejakS8an untuk memeriksa 

kebenaran hak kepemllikan tanah tcrscbut. Dl sinilah aJam ditcntukan yang 

Jllelmn308 dalam sengketa tanah tersebut (the final Proussu). 

Dari lceterangan tersebut di alaS, maka bentuk atau m~Q penyelesaian 

sengkeltl meliputi : gugatan (litigasi), atbitrase, hukum kolab9rntif. m<diasj, 

konsiliMi. negosiasi, fasilitaSl Untuk itu, proses penyelesaian sengkcta tanah tersebut 

tetbagi dalam dua jenis yakni: 

I. Miudicalive proses, seperti litigasi atau atbitr.ISe, di mana bakim, juri atau 

arbiter menentukan hasilnya. 

2. Proses konsensual, seperti hukum kolaborntif. mediasi, konsillasi, atau 

ne&Osiasi, di mana pihak-pihak yang bcrusaha unruk meocapai kesepakatan 

<I2k2h I!!m Www.gunad!!rma.oc.id> 

1.6 Kajlu AatropoiG¥1 Meageaol Tuob Adat Batok 

Tanah memiliki keterkaitan erat dengan kebangsaan, pembangunan, 

kemakmuran rakyat, identilaS kebangsMn, lungsi keadilan sosial sertn tonnh untuk 

kebidupan (Dominiria Hulu, 2008). Komunitas masyarakat suku bangsa Kajang yang 

berpegang tegub pada adat dan tradisi yang menganwp tanah laksano ibu yang 
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lurus dijaga d311 dipelill3ta. karena 1elnh memberibn segala-galanya bagi kthidupan 

manusia (dominiria Hulu, 2008), sedangbn menurut J.C Vcrgouwen; 

M&s)'3nlatt Batak mel ihat lallah tidak sekedar pemenuban ekonomis scmata, 
tetapi juga memilik:i nilai transcndcto. Tanah waris adalab tanah Jeluhur, jasad 
lelubur yang dipaka.i olcb dun diturunbn dari generasi ke generasl berikuutya. 
Untulc itu rnasyarakat Batak mengangsnp tabu ketika dalam satu margunya 
menjual tanahnya kepadn margo yan& lain. Sebab ketika salah satu anggota 
marga menjual tanab marau bcrarti iu juga herusaha menghilangkan identillls 
dun cksistensinya dalam kepemilikan tanah adat tersebut. 

lletlp3 penting arti tanah dalam kehidupan masyarakat Batak, maka lambat laun 

fllCniml>I!!Mn KllgKe!l tanab mt. Adanya liga fiiSe dalam KllgKC!a tanllh ada!, yaitu 

lahap pra-konflik, lahap konJiik d.u~ t..Mp sengketa. Tabap pra-konllik mengacu 

kepada keadaan atau kondisi eli m211a seseorang llau kelompok marga men.sakan 

adanya ketidakadilan. Tabap ini bisa berubah menjadl kooflik, tetapi sebaliknya bisa 

juga meredam. Namun pihak marga tertentu merasa dirugikan, memberitabubn 

keluhannya kepada pibak yang dlMggap melanggar haknya, maka inilah yang discbut 

tabap konflik. Tabap ini bisa juga. selcsal melalul upaya pemaksaan atau dengan 

negosiasi dengan pibak lawan. SelanjutJiya, tabap sengketa merupakan aklbat dari 

adanya konOik, dan konflik tcrscbU1 diumumkan kepada publik atau kepada scluruh 

penghuni huta. 

llerdasarbn koosep ler$ebut di aw, konflik atau sengketa dalam masyarakat 

Batak dapat diringkas sebagai berikut. 

I. KonOik individu-individu atau dalam sesama margo (within group and int•r 

group) misalnya sengketa tanab ww anw individu dari satu margo (saompu) 

:atau bisa j uga kclompok yang bctbeda, misalnya pada sengketa tanah yang 

terjadi antara individu dari klen yang berbeda. 
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2. Konllik kelompok-kelompok (anlar kelompok atau intra group}, yaitu sent:kela 

anlar sul>-sub kelompok marga a1au antara kelompok marga dengan kelompok 

yang laiwlya. Atau masalah antarn hula dengan hula yang lainnya. Misalnya 

antara ltelompok marga Sihaloho dengan kelompok marga Sipangkar. Menurut 

kaca mala lhromi masalah scngketa tanah dalam masyarakat Batak hams 

mcnggunakan hukum lokal maupun hukum peradilan merupakan tahapan 

terhadap peoyelesaiannya masalah sengketa yang ada. Demikian juga pendekatan 

dalam mempelajari hukum sebagai proses akan lebih menguntungkan karena 

lebih memungkinknn untuk mel ihat sejauh mana hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Frans von Beckmann, masalah sengketa tanah harus melalui 

pendekatan pluralisme hukum dalarn suatu lapangan pengkajian, menurutn)'ll ada tiga 

perangkatpertanyaan mengenai sistem hukum yang beragam itu: 

• 
I. Sistem-sistem normatif yang bagaimanakah tercipta dan bagaimanakah sistem 

itu dipelihara dan diubah (olcb siapa, bagaimana) dalam setiap lapangan 

tertentu yang dipilih untuk dikaji. Bagaimanakah dalam sistem-sistem 

normatif yang majemuk itu tetbentuk saling bubungan satu sama lain; apakah 

pengarub dari konstclasi sistCIITl normatif tertentu terhadap perilaku orang; 

2. Pertanyaan ketiga bcmubungan dengan apakah signifikasi yang tcr<Utpat pada 

perilaku bagi interaksi selanjutnya dan bagaimanakah pemeliharaan sistem 

hukum yang saling bemubungan itu. 

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat Televan dengan kasus sengke1a mnllh dalam 

masyarakat Batak. Relevannya adanah ketika konllik itu muncul akan mengubah 
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perilaku seseorang tcrhadap peristiwa yang dialaminya stau dialami dalam 

sekelompok marga. 

Nader dan Todd dalam lhrorni (1993:210-212) mengungkapkan bahwa ada 

berbagai cara yang dilakukan dalam menyel~ikan sengketa yaitu; 

I. Membiatkan saja atou lumping it. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak 

adil, gaga] dalam upaya untuk menekankan tuntutonnya. Dia mcngambil 

keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu-isu yang menimbulkan 

tuntutannya dan dia meneruskan bubungan-hubungannya densan pihak yang ia 

rasakan merugikannya. 

2. Mengelak atau Avoidance. Pihak yang mcrasa dirugikan, memilih untuk 

mengurangl hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya ballkan sama 

sekali menghentikan hubungan tersebut. 

3. Paksaan atau coercion, satu pihak memaksakan pemeeahan pada pihak lain. lni 

bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk 

menggunakan kekerasan, pada u:mumnya mengU!llflgi kemungkjnan penyelesaian 

secara damai. 

4. Perundingan atau negotiation. Dua pibak yang berhadapan merupakan para 

pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan 

oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang 

rnencampurinya. 

5. Mediasi atau mediation. Dalam cara ini ada pibak ketiga yang membantu kedua 

pihak yang berselisih pendapat uniuk mencmukan kesepakatan. 
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6. Arbitrase. Oua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara 

pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan 

meoerima keputusan dari arbitrat.or itu. 

7. Peradilan atau adjudication. Pihak ketiga mempunyai wcwenang untuk 

mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan p.ua pihak bersengketa. 

Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan mcncgakkan keputUsan itu 

artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan. Peoyelesaian sengkcta juga 

menggunakan proses mediasi. Mediasi dalam penyelesaian sengketa dikenal 

sebagai bentuk negosiasi antam dua iodividu (kelompok) dcngan melibatkan 

pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bcrsifat 

komprom.istis. Mediasi terjadi karena kchendak sendiri (mencalonkan diri 

sendiri), dilunjuk oleh pihak lain (misalnya tokoh ada!) diminta olen kedua belah 

pihak (lhromi,!993 :223). 

Altematif yang biasanya dipergunakan dalam peuyelesaian sengketa tanah 

pada masyarakat Salak yakui membiarkan saja, negosiasi dan mcdiasi. Proses 

membiarkan saja yang dilakukan dalam hal ini karcna rasa kasiban tcrhadap pihak 

yang bersengketa, negosiasi yang di lakukan berdasarkan dari kesepakatan awal atau 

karena dasar falsafab Batak yaitu Da/ihan No Tofu (DNT) yakui )alan damai tanpa 

meJJbatkan banyak hal yang dapat meruglkan. Proses ncgosiasi adalab proses yang 

bukan saja mencari kebenaran atau dasar hukun1 yang diterapkan namun lebih kepada 

penyelesaian masalah. Sedangkan mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai 

cara pcnyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan: 
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1.7 Tlajauaa Pustaka 

Mi:nuNI Vi:rgouwen (1964), lruta tldak soma dengan di:sa atau knmpung 

dalam onian seicanm&- Hula identik dengan tanab adat atau tanah marga, orang, 

marga (wllayah yang dimllikllcelompolc marga tertcntu). 1'api lcatau dilihat P=pcklif 

hukum ada~ hut a adalah perukutum hu~-um dan adattcrl<eeil dalam suatu kclompok 

mlll'ga. tlikatakan liuta apabifa terdapat k£1ompok lndlvidu yang bcrl<umpul dalom 

satu komunitas bersama. Tandanya suatu huta ketika hwa tersebut dikelilingi oleh 

t.embOk batu (umo bolo) yang ditanamH>am1>u.4' tfntuk ltu konscp asli hula menuM 

J. C Vergouwen (1964:105) menga!Wn bahwa; 

Wifayah hula adafali suatu 1apangan -keel! berbentuk empat pc"'egi de11gan 
halaman bogus, kcras, dan kosong ·di tengah·tel\gahnya. Di satu sisi empat bidang 
perse~i itu berdiri sekelompok kecil Nmah-Nmah (runra) berbaris, masing-masing 
romab menu~ pekarangan dapur sendirl di bagian belabng. Di depan bariSill 
Nmah ada lumbung padi (~t>po}. dan biasanya ada S4IU dua kubangan Lumpur. 
Keseluruhannya dikelilingi pohon bambu yang tinggi, kadang-kadang ada juga 
sehuah hula dCngan parii mengelliingi: Kiia aican jumpai babl menggCNS·geros ~anah 
di bowah kolong Nmah, anjing me:ngendus..:ndus di sekitar, ayam yang mengais· 
ngals tanah, dan kucu>g yang tldur di bawah sloar matAhari. Seorang gndis muda 
menumbuk pada diifam losung, dan. be1>erapa anak benna!n-mafn dibawah Nmpun 
kccil pohon buah-buaban. 

Luk!S..n V"ergouwen di aw mau me11ggambatkan adanya kehidupan suatu 

kelompok atau kesatuan terl<ecil masyarakat Batak Toba yang mampu menga!Ur 

dirlnya sendiri (dalam fruta dan tano golat-nya). Di dolam n~mah tinggal bebetapa 

keluarga dtngan anak-anak mcreka. Kalau anak-anok pcrempuan mulai beranjak 

dewasa malca sl gadis al:an tinggal di sopo. Tan.ah adat dikuasai atau ditUNnkan pada 

margo raja. Marga raja ini benoama boru-nya (isteri margo raja) benoama-sama 

.,) J.C. vcra.ouwen (1964:35). Th• Social f>8onisation Dnd Customary Law ... , translme. Mutinl.ll 
NijhoW, 1110 ft.guc 
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mendirikan hUla iru dabulu {rap manombang) schingga ia ad;alab juga raja hula dan 

baglan dati pemitilc hUla, 

T<'t'bukll peluang orang luar yang datang kemudian menjadi warga dan diberi 

liak garap aw scbidang lahan pertanian 1wena mcngawini puteti dati margo rajn 

atau partano. Ia discbut 'parripe' pendataog yang diberi SW\IS margo boru. 

Demildao sedap pendalang sew·u berm.tus margo boru sehingga mendapal SUUlS 

sebagai warga sesuai denJ!In prinslp dallhan nalo/u, Kareoa warga huta semakin 

'banyak schingga tidak tertampungtagi maka dibuka hula yang baru {labiriab ttmo nn 

go/at baru) sebagai cabang dari Joutu induk, yang kalau saatnya mandiri aknn 

mempunyat raja huta scbagai pemlinp"m. 

Dalam berb>&ai nw:am hal raja huta mcnangani setiap kemungkinan 

masalah-masalllh anw ketuarga --ea h111a baik itu masalah mengenai tanllh maupun 

masalab peradatan. Kewibawaan seorang raja hula tarnpak dalam kuasanya membagi 

la:han antara marga atau sesama mar.ga. Dcmikian juga hatnya dalam persoatan dalam 

pcnyclenggwun perbwinan dengan warga hula loin, atau kedudukannya scbagai 

perwalcitan huta keluar dll. Dalam sostem kedudukan pemerintahan hu1a status raja 

huta turun temurun. Biasanya ditunmkan pada anak sulung. Ia adalab pengayom lldat, 

liai( w/Dya1 {golat) dan pemlmpin sekulir {soal-soal duniawi). Beberapa huta yang 

berdekatan dengan marga berbeda tcupi mempunyai pertalian mcrupakan bagian dari 

perlilmpunan 'horja'. Biasanya satu horja terdirl dari I 0 sampai IS huta, tergantung 

keadaan setempat. Harus dimengerti. babwa harju memiliki dua arti pertama, udalab 

sebagai 'baglan dari blus, kedua adalab pesta maraa. Yang masih mungkin dapat kita 
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dengJ~r sekatang adalah horjo dalam pengenian pesta marga, sedangkan makna horjo 

dalam lCaltan ~gan biu& sucWi leoyap.•• 

Dari arti pertama, horjo adalah perpanjangan Iangan billS sebagai lembaga 

tcrtinggi; dalam arti fc.edua horjo menggefar upaeara pemujaan ieluhur macga. Pesta 

marga juga memedubn ~ dari blus dalam suaru acara musyawarah yang disebut 

'tonggo rajo '. 15ewan 6tus diUndang dan mcnentu!can hari yang tepat untuk pesta. 

1idak boleb harinya bersamaan dcngan pesta lain. Dalam pesta diselenggarakan 

lllrian 'tunggo/ ponof11411', 10ngkat sakt1 slinbol milik marso, untuk mengundaqg rob 

lclubut yang disebut 'horja santl'. Untuk meagundang rob Jelubur mab diundang 

scorang dafll yang sudilb mcnjadi keahliannya, dengan membayar upah. Datu adalah 

stor.mg profesiooal >'8118 dibayar. Selain pesta horjo pemujuaan lelubur ada lagi pesta 

1rorjo reo (pesta besar) yang dipimpin o1cli parborlngin.47 

Melalui proses pemilihan atau pun spootanitas warga maka horja ak.an 

menempatkan beberapa rqjo hula scbagai wakilnya pada dewan pemcrintah sekulcr 

blus. l/4ja huta nantinya mcojadi elite politik blus yang memilih di antata mcre.ka 

sebagai dewao bius dan duduk di dalamnya. Raja huta setelab bermusayawarah 

dengan warga hula Jalu mcngambil kcputusan. Kcputusan harus selalu 

dipertanggungjawabkan kcpada hoTjo da.1 juga kepada dcwan bh.s sekular. Dewan 

sekulcr tcrsebut meoentukan wakil-wakilnya sebagai pendeta-pendeta yaitu kelompok 

parboringin dalam 6i.u yang bersangkutan, maka dikcnal perumpamaan "huto tkJ 

")J.C. ..._, (1964:35). The Sodd OrgonlsaH"" ••d O.St~>mary /.IN.... uanolo«. Mamn•• 
Nijhol!; lhc Haaue 
'~ibid. 
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mula ni horja, horja mula ni bius" mtinya hula membentuk horja, horja membentuk 

bius.d 

Sctclab pemerinlllh Belanda b<:rkuasa di Tapanuli maka hula, horja, dan hiu.r 

trad'.Blona1 dirombak. ffu1a lelllp dise'liut huta tcc.apf maknanya sudah tain. kaja hula 

atau raja lhutan (jaihutan) tradisional dig3nti menjadi mcnjadi kepala negeri yang 

tunciuk pada administn~si koionial. Beberapa hula kecil b<:rgabung dcngan seorang 

kepala yang sering menimbulkan masalah di anlanl sesama ... -aiga. l.stilah bius yal\g 

mempunyal malCna poiftlk: dilcnyapk.an clan 4igi!llti jadi flula biasa. Belanda 

menyadari bahwa sebaaian wilayah T oba org3Jlisasi blus dan dewan bius adalah 

perpanjangao Iangan Sis'mgamangara.fa. Sislngamaogaraja dim organisasi parbarl11gin 

1Ctl<ait mot dmaan hlus. 

Prof. Dr. ~w1garan A. Simanjuntak, juga mer\icfaSkan organisas1 wilayuh 

harja. Penaenian harja dalam lcalangan 'Sotak T oba b<:nnacam-maeam. antan1 lain 

pesta ynng dH'akukan salab satu cabang marga yang telah b<:ratus tahun lamanya yang 

mendiarni wilayahnya. Sebutan saltoija berani satu pesu dalam satu marga aJau satu 

keturunan (vergouwen, 1964js). 1' ec.api kalau sahorja diartikan dalam teritorinl 

b<:rani semarga dalam saw hulaltano no goU.t, buktinya tudopat matga yang 

mend1ami hula tcrtentu dan merupakan satu umpu atau eabang marga. Bila klta 

melibat dari struktur wilayah horja mcnguasai bukum pertaoahan adat. 

Harjo pada prinsipnya kesatuan teritorial sekaligus kesatuan genelogis, dan 

hal itu dapat dihubungJ<an dengan beberapa hula yan,; saling berdekatan. Konsep 

.,) J.C. vuaouwon (1964:3S). 7'he SoctiJJ OrganlsQffQII Und Cu.1:romory Law ... , tranvlale. Marti nus 
Nijhofl; tho Haaue. 
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tersebut bukan dalam arti satu marga satu horja, tetapi hanya menjelaskan adanya 

beberapa liorjo yang bertetangga (huta lDduk dengan huta satcllt) satu sama lain 

dalarn saampu. 

Peristilalian bius daiam hira:rki atau wilayab lebih tinggi datipada horja dan 

hula. Bius suatu tingkatan wilayah yang lebih tinggi dati wilayah (ulayatlgolat) hula 

atau liorja. fiutu merupakan 1)enteng tempat tinggaf·beberapa kcluarga dari soompu, 

ditandai dengan adanya porlk dan bambu duri. ffaf]·a adalab organisasi wilayah yang 

terciiri dim' belierapa funa. Kepala huta dmarnakan raja huta sed'anglaln 'kepala hotja 

dinamakan raja po1jolo (raja terdepan) di dampingi oleb beberapa raja portahi (raja 

percncana). Lafu tlDgkatan yang lebiii tfnggf ialab bius yaltu wilayah yang terdiri dari 

beberapa ho1ja. Kepala bius adalah raja doli. 

Daliun 1iuiru yang iain (Ani' d·an Pungsi fanab bagi Masyarakat Ba18k), 

Bungaran A. Simanjuntak mendeslcripsikan makna dan fungsi tanah dalam 

masyarakat 'i'oba yaliu tanah memiilki' nliai' magis artinya tanah adat dalam Batak 

Toba itu menyatu dengan keberadaan rob leluhur, selain itu tanah dilihat sebagai 

reiasi transedeotal mengenai fusali penclptaan manus1a pertama. Borltaitan dengan 

konsep tersebut maka dia merumuskan tanah adat dalam etnill Batak Toba sebagai 

penguat dan pengulrulian identiias marga"' 

Di samping itu, fungsi dan makna tanah adat dapat dilihat juga dari sudut 

politlk yaitu bentuk dan susunan hula orang Batak Toba dibuat dengan tujuan 

penabanan a1au bentong dati serangan musuh maupun binatang buas. Umuk itu di 

atas tana1i tersebut, ditanarni hambu bcrduri atau pobon. Semua tanaman tersebut 

dimaksud sebagai pelindung hula. Dalam >Wktur wilayahnya jelas huta dipimpin 

37 



 

 

oleh raja hula dan mja Jrwa inilal1 YMII meng•rur semua nonna-nonna hukum adat 

dalam satu marga s11iru1a tersebul. 

Ani dan fungsi tanah dari sudut huhun yaitu setiap keluarga yang menjadi 

penduduk suatu hula merupakan pemilik tapak tanah yang mereka tempati. Namun 

pc:r1carangan hura dan fasiliw yang ada di atasnya adalah milik hersama. Hanya tapak 

rumab beserta bangunan di atasnya bolcb diwariskm kcpada anak laki-laki. Unt\ik 

itu, dalam rn3S)Iarakat Batak Toba yang berhak mendapat warisan adolah anak laki­

lald, sedanglcan pemnpuan tldak. Jilia Ida anAl; p=mpuan yang menclapat warisan 

mnka ini dinamakan silehon-/chon (pcmberian) buknn warisan sepcrti yang terdapat 

hUkum adat 

Dalam pernhagian lllnah harus merata tCNtama tanah bemir dan tanah darat 

atau yang biasa disebut deogan tanah pordenguan. Ada juga tanah yang tidak botch 

diolah masyarakat dan dianggap kcramat rnis31nya kawasao di sekitar danau Toba. 

ferdi.pat ·keterihtan religius antara iruto dan danau. Dcmikian juga batas antara 

rumah, antara hula dengan hula yang lain, antara sawah a1au ladang masyarakat adat 

harus jelas ciafarn hukum adat. Arti dan fungsi tanah dari sudut ekonomi, bagi 

mosyarakat Batak Toba, tanab adalah bagian dari kehidupan dan hidup m3S)Iarakat 

Batak Toba. K'eterpntungan itu wnpak jelas dalam basil-basil produksi mereka 

sehari-hari. 

Arti dan fungsi tanah dari sudut sos.ial yaitu, tanah yang dimiliki oloh hura 

adalah milik bersama dalam satu marga. Contoh halaman rumah milik bersama, 

hanya pcmilik rumah mempunyai bak pakai atas b3&ian depan rumah dan bagian 

belal<ang rumah. JIJJja huta tidal mempunyai we"'Cllang untuk menyuruh SO<>rang 
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penduduk mcmindahkan rumahnya. Sclain ilu lerdapat sumhor mata air milik 

b<rsama. Sumbcr muta ai'r ini diguoakan sccara bcrsama·sama o1ch pcnduduk huto. 

Sedangkan arti d:m fungsi tanah dati sudut reli&i yaitu keyakinan masyrakat Batak 

Toba yang tradisional, d"lkenal adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dinumakan 

debora Mulajadi Nabafon. Dalam mitologi penciptaan lanah d:m alam scmcsta di 

kalangan masyarabt Batak Toba, dilltbutkan bahwa Debato Mulajodi Nobolon 

sebagai dewa pcnoipla segala sesu:atu menyuruh seeorang puteri sorga bemama si 

Borv <kok Puni}<n tunm ke bcnua tengah dengan membawa ~kCJlQI tanah. Tanab 

itulah menjtldi perrnulaan darl bumi ini. Setiap hula memlliki tempo! pomujaan yang 

dlnamakan p<USQ~Jiian. fetapi adaka!Anya beberapa hula bergabung menjadi saru 

blus, memiliki tempat pcmujaan yang dinamakan porbiuson. 

lhgl masya.rakat Batak Toba ada bebernpa pcrsyaralan yang sifatnya magis 

religius, untuk menentui:An SU1IIu tempat mcnjadi hula baru. lluta tidak boleh 

d"idirikan d"i tempat yang dl"aplt ote.h dua gunung karena kencangnya terpaan angin 

deng311 konsepsi bahwa di lempat sepcrti itu penghuninya akan sakit-saldtan. Huu1 

jug~~ tidak bofeb didirikan dl sekitar kelokan sungai, karena rumllh-rumah akan 

ditelan nafBS sungai artinya pcnghuni kclak ak3ll sakit-sakitan. Untuk itu te.mpat ideal 

bagi masyarabt Salak 'fOba untuk mcndirikan hula adalah di kaki gunung alllu di 

ternpat yang agak tinggi. Tujuannya adalah agar mBSyarakatnya S<hat dan tempat 

tinggal. merck& ketamal atau somboon. 
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1.8 Metode Pooelltiaa 

Oibawnh lnl saya akan membahas sepulllr mctode penelitian tesls lnl. 

Berturut-tutut soya akan mejelaskan jenis pcnelitiun, obyek penelitian, fokus 

penefitian, jenis-jenis penctitian d.m teknik dalam pengambilan data, scna lt>kasi 

penelitian leSis ini. 

1.8.1 J ools PoJMIICiao 

Konnik hak kepemilikkan tanah adat/tanah marga di kecamatan Pangururan 

Kab"pl\len Samosir, )'lll1S sasarannya adalah konnik tanah adat dalam soompu, 

konflik W!ah ada! dalarn hubungnnnya dcngan pentbangunan inftastruktur pada 

pemeritahan kabuapten Samosir. K.iranya inilah yang menjadi landasan utama dari 

ke:rangka penel~ian ini. Uotuk itu, pokok-pokol: ulama dalam penelitian tersebut 

ad3iah tanah ada! dalam semarga, beda mill!., dan antam tanah mara-. t<anah waris, 

tanah go/at. 

Oalam masyarakat Batak ~anali adat (tanah marga, waris, dan canah go/of) 

adalah simbol penguatan identitas marga, pengukuhan komunitas margn. 

:Konsekuatsi logis dati l:onsep tersebut, maka dalarn masyarakat Batak Toba di 

Samosir sangal sui it meojual tanahnya kepada pihal< lain (pemerintah daerah Samosir 

acau kepada mllll3 lainnya). !Uuena terlalu memcgang teguh pada prinsip adat 

tersebut maka muncullah konflik. Apalagi kalau pemcrinlah berusaha mengubah 

fUngsi dari tanah adlll tcrsebut. PerobahiiJI fungsi tanah tersebut berakibatkan akan 

bilangoya identiw marga atas tanah sena bilnngnyo nilai-nilai transendental atau 

nilai-nilai religius aw canah tetsebuL 
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PriMip yang kuat acas lrulab adat disatu sisi dan di sisi lain pcndekotan yang 

kurang baik dori pemerintah, mel\iadi 1:endala untuk meman(aatkan tanah mara• atau 

tanah go/aJ dcmi manbangun mcmbangun inftaSinllaur. Pembangunan infrastruktur 

iru misafnya memperlebar jalan raya (jalan dcsa, kobupaten, dan prupinsi), 

membangun puskesmas, sekolah, dan perkantoran lainnya). 

Penelitian dalam tesis merupahn penelitian deslaiptif kualitatif yalt.u suatu 

eara yang digunakan untuk mcnyelediki dan mcmecahkan m3S81ah yang tidak 

tedlalas pada pengulllj)Ubn dan penyusuoan data. Selain ltu, penulis jup menWcal 

mctode deskriptif yaitu menggambarkan faktD-fakta akurat yang berkaitan dengan 

masalah yang ditetiti sebagaimana adanya. Juga dalam tesis ini, menggunalc&n 

pcnelitian etnografi, lcareoa kecenderungan tersebut sampoi saat ini masih torus 

berlangsung, mempenahankan hak kepemilikan tanah adat seperti tanah marga, waris 

atau tanah go/41 di mana tanah adat itu sulit untuk dijual kepada pihak lain tcrutama 

kepada pemerintah daera:h Samosir. 

Pemerintah cbaab Kabupaten Samooir sangat sulit untuk membangun 

infrastrukrur, seperti mempelebar jalan traasporcasi, mcmbangun gedung sekolah, 

puskesmas, polindes, dan bebcrapa perkantoran lainnya. Oengan adanya kesulitan 

tcnebut, perl<antOI7Jl, dan pembangunan yang lainnya mengalami kemacctan. 

Misalnya snja, ada bcberapo bangunan lembagn pendidikan, yang dibangun di atas 

tanab ulayatlm:uga sedang benrwalah, bangunan puskesmas pada umumnya 

dibangun di acas tanah marga (bak kuosn pinjamon), sulitnya akses untuk membuka 

dan mempelebar jalan uansportasi di jalan tanab margo (dengan minta ganti rusi yang 

sangat tinggi). 
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1.8.2 Oby~k P~•elitiaa 

Scbagat obyek pcnctttlan adalah kecendcrungan bcberapa konflik anlamtarga, 

~dan P"'''erintah. Konllik terjadi karen3 adanya kcpeotingan berl>c'<la deogan 

tanah adat serta terdapat kelompok marp yang sulit men)ual tmah adat scperti tanah 

marga, tanah waris, dan tanah golat-nya baik ilu unluk kepentingan pcmerintah 

maupun kepada nwga WMya. 

1.8.3 Fokus i'eDelitiau 

Fokus peoelitian lnt 8dalah tonOik hak kepemiliklcan tmah adat baik konOik 

dalam scsama marga, beda marga maupun kontlik dcngan ~rintah. Uotuk itu, 

fokus utama dalam penelitian ini adalah etnik Batak Toba di Samosir, kecamatan 

PanguNnll1 kabupaten $a1110$ir. 

1.8.4 L .. gkala..Jaagbk PeaelitiaD 

Pengumpulan data akan dil•kukan metalui studi kepustakaan (library 

research), penetitian partlsipasi (partie/pont observatiou), wawancara {Interview) dan 

clokumentasi. 

I . Studi Kepustokaan (library r<Jtarch) yaitu menelaah berbagai literatur 

yang retevan dengan obyck penelitian dan membandingkan beberapa 

tulisan a1a11 hDsil peoelitian lain yang sudah pemah dilakukan dengan 

obyek peMlitian hampir sama. 
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2. Penelitian partisipasi (participant ohsll'vation) yoitu m•lalui pengamatan 

1angsung kc lokasl untuk mengcnal secnrn lebih dekat lokasi penelitinn yang 

·dipilih, pel\gP!!la!M terhadap obyek yang diteliti dan mcnghadiri acaro·acara 

yWlg ciiiairukan obyek penelltiao yang terkait dengan fokus penclitiwt 

misalnya melibat langsung konflik antnnl sema.rga. beda margo dan 

~erintah mengenai tanah ada! di kocarnatan Pangururan lall>upten 

Srunosir. Jodi basil penelitian pcngamatan ini akan digunakan sebagai 

referenSi cWa dalam meng:malisls dati pc:oetitian. 

3. Wawancara (interview) yaitu dilakukan dengan sejumlah infonnan yang 

tcnliri dari beberapa tokob ldat alau 11atua..fua adat, yang menganggap 

bahwa tanah adat (tanah matga, tanab watis, tanah go/at) sui it dijual kepada 

slapapun, selain itu kami mewawancarai infonnan yang merupakan 

representasi dari pemerintahan sepeni Kepala Blldan Penanahan Nasiooal 

Samoslf dan beberapa infonnan yang berkompoten mengenai kendala utama 

dalam pembangunan infmstndctur yang ada. 

4. Ookumentasi untuk dijadikan infonnan tambahan bagi penulis dan 

menampilkan dokumenwi-dokumentasi mcngcnai obyek penelitian 

tcrsebut. 

1.8.5 Tdoolk A,..llsa Data 

Semut data yang telah t.erkumpul dari hasil pengamatan peserta metatui 

observasi penelitian, studi kcpust:akaan, wawancaru, dan dokument.'lsi, scmua dapat 

dipllalt aw dasar realibilitas dan validitasnya. Sctelah iw dilakukan rcduksi data, di 
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mana pada tahap ini peneliti memusatkan pematian pada data lapangan yang sudah 

terkumpul. Data-data yang terkumpul, kemudillD dipilib dan disederhAnakan dalam 

:uti mengklasifik.asikan data dan melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi 

uraian s!ngkat atau ringk.as. Hal ini, untuk mempeljelas dan menyatukan data 

sebingga memperrnudah dalam menganalisis data 

Analisa data dalam peoelilian ini dilakukan dengan cara teknik analisa 

dcskripsi dengan pendekatan J.:ualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah 

dengan pertlmbangan yaitu teknilc Mulisa ltualitatif lebih mudah apabila bcrhadapan 

dengan kenyataan yang ganda. Teknik ini menyajikan secara langsung hakekat 

bllbungan antara peneliti dengan rt$ponden dan aldtimya metode ini Jebih peka dan 

lcbih dapat menycsuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bcrsama dan 

terhadap poia-pola nilai-nilai yang dfuadapi. 

Setelah data terkumpul bail!< yang diperoleh dari kepustakaan maupun data 

yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan peogelompokkan data, setelah itu 

dipilih data yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang 

sudah dan dikelompokkan, Jalu diolah dan dianalisa dengan metode deskriptif analisis 

yaitu data disedemanakan lee dalarn bentuk yang lebih mudah dibaca dab 

di<eljemahkan, sehingga dapat diketahui realisasi dari masalah yang diteliti apakah 

sesuai dengan pelaksanaan yang ada. 

1.8.6 Lokasi daa Waktu Penelitian 

Sesuai dcngan judul penclitian dan permasalahan yang diajukan dalam 

proposal penclitian ini, maka yang dijadikan lokasi penelitian adalah mengenai 

44 



 

 

 

konflik hak kepemilikkan 1anah adaL dalam etnik Datak Toba di Samosir dan dampak 

t.crhadap· pcmbangurum infrastrukt~rr di kecarnatan Pangururan kabuapton Samosir. 

Jadi lokasl P"fftlitian ini odalah di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir dengan 

2 kelurahan dan 26 desa. Waktu penclitian lnl direoeanakan akan dilokukan selama 

kurang lebih empat bulan semeojok proposal ini disetujui untuk dilaksanakan. 
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